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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :

Mengingat

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
maka Peraturan Daerah jra.ng mengatur Retribusi Terminal
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kota
dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443)
sebagaimana telah dinbah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar NegaraTahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan.
Publik (Lembaran WNegara Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor-5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

-Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahsn Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4655);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintehan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nemor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737});

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemeor 13 Tahun 2006
tentang ~Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. &5 Tahun
1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas.Dan.
Anglutan Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995
tentang Terminal Transportasi .Jalan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999,
tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Anglkutan
Penumpang ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun
1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bojonegoro ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2010 Nomor 6) ;



Dengan Persetnjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EAB. BOJONEGORO

Dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

:

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilamr Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repiblik Indonesia
sebpagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
yaitu Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah ;

Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan
persetujuan bersama Bupati Bojonegoro.
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8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Bojonegoro.

Q. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
.kmaman,baikjmngmelalmkanusahamauplmymg.ﬁdakmdahlkan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perserean komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dmgannamadandalambenmkapapuﬂ,ﬁrma,bmgsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan
untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

15. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

16. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang Yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg

17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi
atau yang beratnya lebih dari 3500 kg;



18.

A9,

21,

24,

25.

26.

o

Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terminal.

Wajib. Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Tetribusi, termasuk permungut atau pemotong retribusi tertentu.

. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
mcnggunaknnfmmu]j:atautdahdﬂa}nﬂmndengmmmlajnkekaa
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya  disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pekok
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjuinya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objeidtif dan

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bulti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
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BAB 11
Pasal 2
Dmgannamamhﬂmsitermhmldipungutreuihusipﬂayananpmyediam
fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah
"Pasal 3

(1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /
menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan/diselenggarakan oleh

BAB I

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGEAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
ﬁngkatp:nmmaunjasadﬂlitungbﬂdasarkxnfmbmnﬁ,jmis kendaraan,
jangka waktu, luas dan peruntukan pemakaian fasilitas terminal.
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BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan ‘sasaran dalam penctapan besarnya tarif retribusi terminal
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

@) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorentasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
Tempat menaikkan dan/atau menurunkan bagi mobil penumpang umum
dan mobil bus umum :

I

o

6.

mobil penumpang umum antar kota setiap masuk sebesar
Rp. 1.000,- ;

mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi) setiap masuk
sehesar Rp. 5.000,- ;

mobil penumpang umum angkutan kota setiap masuk sebesar
Rp. 500,-;

kendaraan bermotor .umum jenis mobil bus non ckonomi yang
melayani trayek antar kota setiap masuk Rp. 2.500,- ;

mobil bus umum ekonomi antar kota setiap masuk sebesar
Rp. 750,-;

mobil bus umum angkutan kota setiap masuk sebesar Rp. 1.000,-.

Tempat parkir :

1.

2.

bus penumpang umum parkir di jahur panjang/istirahat sebesar
Rp. 7.500,- untuk 1 (satu) kali masuk per hari ;

bus mini penumpang umum parkir di jalur panjang/istirahat
sebesar Rp. 5.000,- untuk untuk 1 (satu) kali masuk per hari ;

mobil penumpang umum  tidak dalam trayek (taksi) sebesar
Rp. 5.000,- untuk untuk untuk 1 (satu) kali masuk per hari.
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c. Pemakaian kios/stand sebesar Rp. 250, per meter persegi per hari
apabila stand/kios dipergunakan sebagai usaha, apabila tidak
dipergunakan sebagai usaha maka kios/stand dikuasai kembali oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 9
Pm:gdolmfasﬂimsmnﬂn&]aehinmg.diaturdahmhsﬂﬁd&pat
dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara
tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

BAB VII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa retribusi adalah batas wakiu bagi wajib retribusi. untuk
memanfatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang lamanya
sama dengan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal yang diberikan ;

(2) Saat retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi sejak SKRD
ditﬁhitkanatauscjakdnkummlainyangcﬁpemmakzmdisampaihm;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘Pasal 13
Hﬂaarﬂnitms{adahhjangknwakmtertenmpmgmerupakan batas wakiu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal.
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BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14
Retribusi menjadi terutang terhitung pada -saat wajib retribusi
R fasilitas diling) inal yang disediakan; dimiliks
dan/atau dikelola oleh Pemeriniah Daerah.
Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Pasal 15

Retribusi Terminal dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara tunai, sekaligus
dan seketika.

Pasal 16

Pembayaran retribusi terminal yang terutang dilaksankan di Kas Daerah.
Dalam hal pembayaran retribusi Jasa Usaha yang terutang dilaksanakan
di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati, hasil pembayaran retribusi
disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada
setiap hari kerja. -

Setiap penerimaan atas pembayaran retribusi yang terutang di bukukan
dan diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai tanda Bukti
Pembayaran.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada. walktunya atan. kurang
memhayardjlnmafmnmnlmiadmininﬁmibempadmdaubmarﬂ%{dua
persenj seunphtﬂandmmmbumymgluumngamuhnangdﬂﬂyﬂrdm
ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
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BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Dalam tempo 7{tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
retribusi terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan
surat peringatan atau surat teguran surat lain yang sejenis, sebaga awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang terutang.
Bnlamjangkuwnktu?f{miuhlhaﬁhmjaactclahtangga]ditﬂﬁnanya
surat peringatan atau surat’ teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, retribusi terutang
ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
Emat&gmmatausmattagﬂmnaﬂumuatﬁny&ngazjmﬁs
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yvang ditunjuk.

Hasil penagihan retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas
Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.

BAB XII
EEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1}
tertangguh jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedahuwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.
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(5)
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(2)

(3)

(1)
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Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyal utang Retribusi dan belum melunasinya kepada

Pengakuan utang Retribusi secara uﬂakhngmmgmwamnmksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi. -

BAB X111
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 20

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/ataun Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 21

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Pcnjidﬂ{aeba@ajmanadhnaksladpadﬂa}'at[l]adﬂnhpejabatpag&mi
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Wewmmg?enﬁdﬂ:sehagaimanadhnukmdpadamt[l]pasalhﬂaﬂalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelii keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
_pn'bﬂdiainubaﬂantmtﬂngkcbenamnpnrbuatﬂnyaugdﬂakubﬂn
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;



-

c. Mcmintaketnmnga.ndanbahaubukﬁdaﬁamngpﬁbadiamubaﬂan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut ;

{ Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
-penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersanglka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ; dan/atau

k.hlelahkanﬁndakanlainy&ngpeﬂuuntukkelanmﬂnpenﬁdikan
tindak pidana ‘di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan
dimulainva penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi negara Republik Indonesia,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

: BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) a. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya. sehingga
mcrugkankzuangandamhdmncﬂmpdanalmnmg&mpahnglamaﬂ
(tign) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang ;

b. Pemakai/ pengguna fasilitas lainnya : pertokoan, kios, los, lesehan
yangﬁdakmelaksanakanknwajihannyamumha]mrsewapengumnnj
pemakaian fasilitas terminal sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan selama paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak

pidana pengaduan.

BAB XVI
HKETENTUAN PENUTUFP

Pasal 23

(1) Hal-hal wyang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Dacrah Kabupaten
Bojonegoro MNomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Peron di
Terminal Rajekwesi Bojonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlakua lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2012,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bojoncgoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tangpal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H.B8UYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ted.

Dre. SOEHADI MOELJONO MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008
LEMBARAN DAERAH EABUFPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 1B,
... Salinan sesuai dengan aslinya
sﬁﬁprmmnm ABUPATEN BOJONEGORO

¢

Pembina Utama
NIP, 19600131 198603 1 008



A

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH EABUPATEN BOJOREGORO
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENRTANG
RETRIBUSI TERMINAL
PERJELASAN UMUM.

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata,
serasi dan bertanggung jawab serta meningkatkan pembiayaan pemerintah
ﬂanpembﬂngunandamhyangbersumberdaﬂpcndapamnﬂsﬁdm:mh
khususnya dari sektor retribusi daerah harus dipungut dan dikelola
dengan elektif dan efisien.

Disamping- itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan dan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah
kepada mayarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
yangdiamhkandapatmmunjangusahapmﬁ:gknmwtumbuhan
perekonomian daerah, maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya
tentang Retribusi Terminal agar dapat ditingkatkan mutu dan jenis
pelayanan serta wajib retribusi dapat mudah memahami dan mengerti
terhadap hak dan kewajibannya, sehingga perlu meninjau kembali
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Retribusi Terminal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas,
Ayat (2)
Dikecualikan dari ketentuan yang mengatur pungutan retribusi di
terminal dimungkinkan pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
melalmk&nkmjasamadenganPﬂkaeﬁgnglmammamhah
kontribusi dalam rangka meningkatkan pelayanan di terminal



Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Culkup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Misalnya : Pengelolaan MCE, tempat parkir sepeda, sepeda motor, mobil
pribadi, dil.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas,



Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Culkup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.



Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2]

Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

-4 =



